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Guru jelas sebuah profesi yang tergolong mulia. Penebar ilmu kebaikan  bagi para siswa. Akan tetapi, sudahkah Anda menjadi guru profesional? Ketika memutuskan untuk menjadi seorang guru, minimal Anda harus  memiliki keahlian tertentu sesuai standar kode keprofesian. Jika  tidak memiliki keahlian tersebut, lenyapkan saja impian menjadi seorang  guru karena Anda memang tidak layak disebut guru. Hal ini menunjukkan  bahwa tidak semua orang  bisa dan mampu menjadi guru. Meskipun demikian, fakta menunjukkan  profesi guru dijadikan pilihan terakhir ketika sudah tidak ada pekerjaan lain. Padahal, guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membentuk dan membangun kepribadian serta kepintaran para siswa. Oleh sebab itu, profesionalitas sangat  diperlukan. Berikut ini merupakan beberapa ciri guru profesional.
  
1. Selalu punya energi untuk siswanya
     Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuam mendengar dengan seksama.

2. Punya tujuan jelas untuk Pelajaran 
Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas.

3. Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif 
Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa  mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas.

4. Punya keterampilan manajemen kelas yang baik
Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif,  membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen didalam kelas.

5. Bisa berkomunikasi dengan Baik Orang Tua 
Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi  panggilan telepon, rapat, email dan sekarang, twitter.

6. Punya harapan yang tinggi pada siswa nya 
Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa dikelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka.

7. Pengetahuan tentang Kurikulum 
Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga  memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu.

8. Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan 
Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif.

9. Selalu memberikan yang terbaik  untuk Anak-anak dan proses Pengajaran 
Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan  mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa.

10. Punya hubungan yang berkualitas dengan Siswa 




	Komitmen adalah keputusan seseorang dengan dirinya sendiri, apakah ia akan melakukan sesuatu atau tidak. Secara etis komitmen  menunjukkan kemantapan kemauan, keteguhan sikap dan kesungguhan dan tekat untuk berbuat yang lebih baik. (Prayitno, 2009:171).  Komitment organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Stephen P. Robbins didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam organisasi sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa, maka guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komimen yang kuat terhadap sekolah tempat dia bekerja.

Manfaat  komitmen dalam organisasi:
a.	Adanya partisipasi yang tinggi dalam kegiatan organisasi.
b.	Memiliki keinginan untuk tetap bekerja dan terus memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan organisasi.
c.	Sepenuhnya melibatkan diri dalam pekerjaan.
Ada tiga penyebab timbulnya komitmen organisasi menurut Steers   dan Porter (1983: 426-427) yaitu:
a.	Karakteristik pribadi meliputi usia, masa kerja, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
b.	Kebutuhan berprestasi terdiri dari karakteristik peran/pekerjaan, karakteristik struktural dan
c.	Masa kerja dalam jabatan.
 
Integritas
	Etika  menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua nilai dan norma dari luar dan dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi mengandung nilai etis dan dapat dipertanggung jawabkan. Perilaku etis akan dapata diwujudkan didukung intergritas pribadi seseorang yang menggambarkan jati dirinya.  Integritas adalah perilaku yang konsisten dengan nilai nilai, jujur, etis, bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Integritas yang paling dasar menurut Yulk (2010:331) menekankan kejujuran dan konsistensi antara nilai dan perilaku seseorang, nialainya haruslah moral dan perilakunya haruslah etis.




KAMIS, 26 MARET 2015

1.	PELAJARI DAN CARI TENTANG KODE ETIK GURU DI INDONESIA
Email ke: erni.murniarti@uki.ac.id (​mailto:erni.murniarti@uki.ac.id​)
a.	Syarat menjadi guru proesional.
b.	Mengapa guru harus  profesional?
c.	Jelaskan tentang komitmen profesi guru .
d.	Jelaskan tentang integritas.




















	Etika  menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua nilai dan norma dari luar dan dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi mengandung nilai etis dan dapat dipertanggung jawabkan. Perilaku etis akan dapata diwujudkan didukung intergritas pribadi seseorang yang menggambarkan jati dirinya.  Integritas adalah perilaku yang konsisten dengan nilai nilai, jujur, etis, bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Integritas yang paling dasar menurut Yulk (2010:331) menekankan kejujuran dan konsistensi antara nilai dan perilaku seseorang, nialainya haruslah moral dan perilakunya haruslah etis.













1.	 Jelaskan mengenai pengertian profesi keguruan dan syarat guru profesional !
2.	Paparkan dengan deskripsi singkat tentang kompetensi guru yang professional.
3.	Bagaimana mengimplementasikan etika dalam pergaulan. Jelaskan dalam profesi anda sebagai guru!
4.	Apa yang dimaksud dengan komitmen. Dan bagaimana pula komitmen guru professional.





Etika dalam tata layanan pendidikan
a.	Karakteristik Tata Layanan Pendidikan
Dalam penyelenggaraan pendidikan yang langsung menyentuh peserta didik, prosesnya akan tampak pada kegiatan belajar dan mengajar di kelas dan tempat lain yang  digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dimana pendidik melaksanakn tugasnya sebagai guru dan peserta didik sebagai siswa. Etika yang dibangun dalam proses pendidikan adalah  pendidikan menjamin layanan  belajar diberikan kepada peserta didik dengan benar menggunakan model model dan strategi pembelajaran  sesuai kebutuhan dalam penyampaian materi pelajaran yang dapat dan mampu membelajarkan peserta didik. 
	Dalam tata laksana pendidikan seluruh personel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai pendidikan, baik pada satuan pendidikan maupun pada birokrasi pemerintah melaksanakannya dengan standar pelayanan yang memenuhi kualitas untuk mencapai tujuan dan target dengan  proses kerjasama sesuai etika dan moralitas. Proses pendidikan dilakukan dengan menjamin tata layanan pendidikan memenuhi  mutu yang dipersyaratkan. Salah satu penekanan dari etika dalam tata layanan pendidikan adalah mempersoalkan hak setiap lembaga seperti sekolah dan seluruh perangkatnya dengan memberdayakan seluruh potensi secara otonom.
	Mengacu pada tanggung jawab pemerintah dan pemerntah daerah serta satuan pendidikan yang dibutuhkan  masyarakat adalah  pendidikan yang membuat  anak mereka  berilmu pengetahuan,  lebih terampil dan kompeten. Guru yang direkrut adalah  yang berasal dari pendidikan tinggi yang memiliki budaya belajar yang tinggi, kepala sekolah diangkat berdasarkan prestasi,  mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan biaya manajemen sekolah,  menyediakan fasilitas   dan sebagainya. 
	Melalui  proses pendidikan  sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi potensi  pembawaan peserta didik, baik jasmani maupun rohani sesuai nilai nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.  Pembahasan ini focus pada pendidikan, pemberdayaan serta tata layanan pendidikan, etika pendidikan, etika birokrasi dalam urusan pendidikan dan etika pada satuan pendidikan.  Dalam tata laksana pendidikan mewajibkan seluruh pimpinan pada semua tataran untuk melakukan penyesuaan-penyesuaian dalam pengembangan kreativitas pemberdayaan sumberdaya yang menjadi tanggng jawabnya dengan member jaminan bahwa mutu tata layanan pendidikan baik dalam hal akademik dan tata laksana administrasi dapat ditingkatkan seara terus menerus.
b.	Pemberdayaan dan tata laksana layanan pendidikan.	
 	 Banyak kalangan berpendapat bahwa penyebab tertinggalnya dunia pendidikan di tanah air ini, karena anggaran pendidikan yang tidak mencukupi (harusnya 20% dari APBN/APBD), kebijakan dan penyelenggaraan yang lebih memerhatikan input ketimbang proses, penyelenggaraan yang sentralistik, kurangnya partisipasi masyarakat, honor guru yang rendah, prasarana yang kurang memadai dan kurangnya profesionalisme guru. Sebenarnya program pemerintah untuk membantu rakyat miskin termasuk dalam hal pendidikan, sudah banyak dilakukan baik di perkotaan maupun di perdesaan yang meliputi segala sektor. Untuk membantu rakyat miskin, misalnya Inpres desa tertinggal (IDT), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Desa Tertinggal (P2DT), Program Penanggulangan Masyarakat Kota (PPMK), dan yang terakhir Subsidi BBM (di bidang kesehatan, subsidi langsung tunai, pendidikan, dan infrastruktur perdesaan), dan lain-lain. Sedangkan di bidang pendidikan, misalnya peningkatan kemampuan guru, pengadaan sarana dan prasarana, life skill education, pemberian bea siswa, bantuan operasional sekolah (BOS) maupun program-program lainnya termasuk membebaskan biaya sama sekali untuk tingkat SD dan SMP. Belum lagi proyek-proyek yang bertebaran di Departemen Pendidikan Nasional, seperti MBS-MPMBS dan berbagai studi. Namun upaya inipun kelihatannya belum cukup, masih perlu diupayakan cara lain untuk membantu pendidikan, salahsatunya adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
	Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, monitoring , evaluasi, dan pertanggungjawaban. Bahkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Masalahnya, untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena aneka ragamnya latar belakang masyarakat, termasuk orang tua siswa. Belum lagi selama ini masyarakat, khususnya orang tua murid, diberi kesan oleh sekolah bahwa “seolah-olah” partisipasinya sebatas pendanaan, sehingga ketika sekolah meminta partisipasi yang lebih, masyarakat mengartikan “menyumbang dana”, akibatnya memang menjadi sulit mengharapkan partisipasi masyarakat sebagaimana diharapkan. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar apa yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan ini tentu saja harus dilakukan dengan serius, terus menerus dan penuh kesabaran. Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana tuntutan reformasi, yakni demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Sedangkan perubahan mendasar yang dicanangkan dalam UU Sisdiknas (Nomor 20 Tahun 2003) antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1).
Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).
Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3).
	Konsep Dasar Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan
Secara morfologis, “tata usaha” terdiri dari dua patah kata yaitu tata dan usaha. Tata yaitu teratur, tertib, tersusun rapi dan usaha yaitu kegiatan pekerjaan. Jadi, tata usaha berarti kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan tersusun rapi. Istilah “tata usaha” diterjemahkan dari perkataan Belanda “Administrarie” (baca; Administrasi), pada umumnya diartikan sebagai kegiatan “penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi (dalam arti luas) adalah suatu proses pemanfaatan semua sumber manusia dan material secara efefktif untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang dimaksudkan dalam ketatausaha kelas, adalah keterangan-keterangan (informasi) tentang suatu kelas. (Ametembun. 1981: 79-81)
Tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat-menyurat yang dimulai dari menghimpun (menerima), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja tetapi semua bahan keterangan atau informasi (Drs. B. Suryosubroto. 1980: hal 65). Menurut (Kadari, 1981, hal:54), menyatakan bahwa tata usaha adalah mengadakan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam suatu organisasi untuk dipergunakan sebagai bahan keterangan (data) bagi pemimpin dalam mengambil keputusan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengadakan, mengirim dan menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi. Kegiatan tata usaha harus menunjang kegiatan administrasi managemen. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya harus direncanakan, diarahkan, dikoordinasikan, dikontrol dan dikomunikasikan agar benar-benar berdaya guna.
Tata Usaha Sekolah merupakan bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan bidang administrasi dan informasi data pendidikan, keberadaannya perlu dikelola oleh tenaga administrasi yang terampil susuia dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Joko Prayogo, tugas dan fungsi kepala tata usaha adalah mengarahkan tenaga administrasi sekolah agar mampu memberikan pelayanan administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan 7 K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan. Untuk melaksanakan kegiatan itu semua perlu dibuat program kerja yang sistimatis, terarah, jelas, realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan seoptimal mungkin.

Fungsi dari Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan
Fungsi tata usaha kesiswaan yaitu:
a.	mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti  
            pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran,
b.	merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran 
             berikutnya.
c.	Mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa keingintahuannya terhadap kebijakan, teori, praktik baru sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi ketatalaksanaan pendidikan
d.	Mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah
e.	Mampu mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan pedoman persuratan yang berlaku
f.	Mampu mengelola administrasi sekolah yang meliputi administrasi akademik, kesiswaan;
Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah. Kepala sekolah adalah salah satu stake-holder dalam dunia pendidikan yang memangku amanah penting sebagai nahkoda bahtera sebuah unit pendidikan. Menurut (Mohammad Anyar, 1989). Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Depdikbud, tenaga tata usaha memiliki tiga peranan pokok yaitu:
a.	melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi,
b.	menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan
c.	membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

 Prosedur Ketatalaksanaan Lembaga Pendidikan
  	Menurut (Hadari Nawawi, hal:55, 1981), di lingkungan lembaga pendidikan dari unit yang terendah sampai yang tertinggi diperlukan dan diselenggarakan kegiatan tata usaha yang terarah dan tertib. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1.      Penerimaan dan pencataan murid/mahasiswa
Kegiatan ini bersifat khusus karena hanya ada dilingkungan lembaga pendidikan. Pada setiap permulaan tahun ajaran, di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi dihadapi tugas menerima murid atau mahasiswa baru yang memerlukan pencatatan. Disamping itu, mahasiswa lamapun harus dicatat kembali secara keseluruhan dan menurut kelas atau tingkat dan semester masing-masing. Demikian pula dengan murid yang meninggalkan studinya baik karena sudah tamat atau sebab lain. Dengan kata lain, semua murid atau mahasiswa yang masuk dan keluar (termasuk yang drop out) serta yang mengulang, harus dicatat secara teliti dan sistematis.
Dalam pencatatan perlu dicantumkan data pribadi murid tersebut satu persatu, karena akan sangat membantu dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatakan efisiensi penyelengaaran kegiatan. Untuk keperluan tersebut, biasanya dalam sekolah atau perguruan tinggi telah disediakan blanko atau daftar isian, baik yang harus diisi oleh murid yang bersangkutan dan orang tuanya maupun oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Data dari balnko digunakan untuk keperluan buku induk (stambuk) sebagai kumpulan data dari murid/mahasiswa secara keseluruhan sejak berdirinya lembaga tersebut. Di dalam buku stambuk, setiap murid/mahasiswa memperoleh nomor pokok agar tidak terjadi pertukaran data diantara mereka apabila ditemukan nama yang sama.
Data yang diperlukan dari murid/mahasiswa atau orang tuanya yaitu:
a.	Nama murid/mahasiswa
b.	Tanggal dan tempat lahir
c.	Jemis kelamin
d.	Nama, alamat, pekerjaan dan agama orang tua/wali.
e.	Ijazah terakhir atau asal sekolah, kecuali bagi murid yang tidak berasal dari Taman Kanak-Kanak

Lembaga pendidikan yang bersangkutan perlu membuat catatan terutama dalam buku  induk, tentang:
a.	Nomor induk pendaftaran dan nomor pokok
b.	Tahun ajaran yang diikuti menurut kelas/tingkat atau semester
c.	Tanggal masuk dan tanggal keluar
d.	Sebab-sebab meninggalkan sekolah dan tanggal kenaikan atau tanggal tinggal kelas

·        Bila alamat murid/mahasiswa dan alamat orang tua/wali tidak sama, terutama untuk tingkat SMP keatas, maka perlu disediakan tempat mencatat kedua alamat
 Daftar Hadir atau Absensi
Menurut (Hadari Nawawi, hal:56-57, 1981), di lingkungan suatu lembaga pendidikan setiap hari hadir sejumlah besar manusia, terdiri dari Pimpinan Sekolah, guru-guru, para murid dan karyawan pegawai tata usaha. Jumlah yang banyak tersebut tidak memungkinkan untuk mengetahui kehadiran atau ketidak hadiran, baik sepanjang hari maupun jam-jam tertentu selama kegiatan lembaga pendidikan berlangsung. Untuk itu perlu diadakan daftar hadir yang biasanya dibedakan menjadi:
a.	Daftar hadir murid
b.	Daftar hadir guru/pegawai
Dari segi administratif, daftar tersebut memberikan data yang sangat berharga bagi pimpinan dalam menilai partisipasi setiap personal dalam kejasama, baik secara keseluruhan maupun dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan kata lain, daftar hadir berfungsi sebagai alat bantu dalam mengadakan kontrol. Dari segi pendidikan, daftar hadir tidak kalah pentinganya, baik untuk pembinaan mutu pendidikan secara profesional maupun pembinaan tata tertib atau disiplin secara kontinu. Data kelas dan sekolah serta perubahan dan perkembangannya harus dicatat, dihimpun, dan disimpan sebagai dokumen sekolah secara lengkap, rapi/sistematis dan terpelihara. 
Data tersebut antara lain mengenai kemajuan hasil proses belajar-mengajar yang dicapai setiap murid/mahasiswa, pembagian tugas antar guru, data kepegawaian guru dan personil yang lain, nomor dan tangga ijazah yang diberikan kepada murid/mahasiswa setelah lulus belajar. Penyimpanan bahan dokumentasi dan penyampaian laporan tentang data yang terdapat di lingkungan suatu lembaga pendidikan sangat penting, karena:  
a.	Data yang lengkap tentang perkembangan lembaga pendidikan dapat dipergunakan untuk menilai realisasi program dalam rangka meningkatkan pembinaan lembaga tersebut.data yang lengkap merupakan petunjuk yang penting dalam mengambil keputuasan untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan.
b.	Data yang lengkap untuk murid akan sangat berguna dalam membantu perkembangannya atau mengatasi kesulitan yang dihadapi, baik yang akan dilakukan oleh personal di sekolah yang memikul tugas tersebut maupun oleh orang tua murid yang harus terus mendorong ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan anak-anaknya di sekolah.
 Pengaturan Proses Belajar Mengajar
Kegiatan ini merupakan kegiatan utama di lingkungan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tanggung jawab ada di pimpimnan. Petugas tata usaha berkewajiban membantu pimpinan agar kebijaksanaanya dapat terwujud secara operatif. Badan kerja yang termasuk dalam bidang ini antara lain: mengatur jadwal pelajaran, mengatur penggunaan kelas, mengatur penggunaan peralatan belajar-mengajar, menyelenggarakan ulangan dan ujian sekolah. Tugas demikian biasaya diserahkan pada suatu unit khusus sebagai pelaksana tugas manajemen admonistratif, yang dipimpin langsung oleh pejabat pimpinan bidang edukatif  dibantu bagian pengajaran.
Agenda, Arsip dan Ekspedisi
Menurut (Hadari Nawawi, hal:59, 1981) menjelaskan bahwa setiap lembaga pendidikan formal sebagai organisasi kerja tidak dapat melepaskan diri dari keharusan berkomunikasi dengan pihak luar. Komunikasi tertulis berupa surat menyurat. Usaha penertiban dalam proses surat menyurat sangat membantu kelancaran kegiatan manajemen administratif.
Surat menyurat sebagai realisasi komunikasi tertulis dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
a.	Surat-surat ke luar, yakni surat yang dikirim oleh lembaga pendidikan/kantor tertentu pada seseorang/lembaga/kantor lainnya.
b.	Surat-surat masuk, yakni surat-surat yang diterima oleh lembaga pendidikan/kantor tertentu dari seseorang/lembaga/kantor lain termasuk juga dari murid-murid, orang tua atau guru-guru di lingkungannya.
Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah dapat kita sebut surat dinas. Baik surat masuk maupun surat keluar harus diifentarisir dan didokumenkan (dicatat) disertai arsip-arsipnya. Pencatatan surat biasanya menggunakan buku agenda dan agenda surat keluar.
Menurut (Hadari Nawawi, hal:60, 1981), secara etimologis, kata arsip berasal dati Bahasa Belanda “archief” yang berarti penyimpanan surat-surat, pengumuman, catatan-catatan lain yang telah selesai dipergunakan. Dengan demikian, setiap surat keluar dan surat masuk harus disimpan sebagai dokumen, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap. Beberapa surat yang diarsipkan mungkin masih akan diperlukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, disebut arsip hidup. Sebaliknya, banyak pula surat-surat yang seolah-olah tidak diperlukan lagi untuk jangka waktu lama, akan tetapi tetap harus disimpan disebut arsip mati. Penyimpanan arsip harus sesuai dengan buku agenda, baik mengenai klasifikasi maupun urutannya. Secara garis besar, tata usaha sebagai salah satu kegiatan manajemen operatif, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
	Menerima, mencatat, memproses surat keluar dan surat masuk.
	Mengurus penyimpanan, pemeliharaan, pengawetan arsip.
	Mengatur dan melayani kebutuhan arsip bagi penjabat pimpinan dan pihak lain  yang memerlukan secepat-cepatnya.  
	Mengatur pemakaian buku agenda, buku ekspedisi dan mengirimkan surat keluar
	Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemakaian cap/stempel
	Mempersiapkan dan mengolah rancangan surat-surat
	Mengurus percetakan/pengadaan formulir-formulir, kartu-kartu dan menyediakan 
     alat tulis menulis lainya.
	Mengatur penyelenggaraan rapat dinas
	Mengatur komunikasi dan hubungan dengan pihak luar
	Memperhatikan pendapat umum untuk disampaikan pada pimpinan dan 
     melakukan  pencatatan tentang pemberitaan.

c.	Etika admnistrasi pada Satuan Pendidikan
Sekolah sebagai satuan pendidikan adalah institusi yang melaksanakan proses pendidikan pada tataran mikro yang terdepan member layanan belajar bagi peserta didik. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki keteraturan dan system yang jelas dalam member layanan belajar bagi peserta didiknya. Etika administrasi di sekolah menegaskan ada jaminan sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang sudah berpengalaman, visioner, memiliki integritas tinggi. Kemudian pada sekolah tersebut layanan belajar diberikan oleh pendidik yang peofesional memiliki integritas dan komitmen tinggi serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Bila kepala sekolah diangkat berdasarkan transaksi dan hanya memenuhi syarat administrative, maka kepala sekolah tersebut tidak punya integritas dan komitmen memajukan pensisikan, tetapi hanya sekedar melaksanakan tugas rutin saja.
















Etika dalam penentuan kebijakan Pemerintah dan kepemimpinan pendidikan
Etika kebijakan dalam pengangkatan Jabatan Pendidikan
 Kebijakan pendidikan dengan ilmu administrasi pendidikan akan selalu berbicara tentang administrasi pendidikan secara makro. Secara prinsip, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi ke dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari applied sciences terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ilmu administrasi pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep administrasi pada umumnya, demikian pula dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan administrasi dan manajemen. Penerapan administrasi di bidang pendidikan diarahkan pada usaha untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan untuk fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada  prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen. Administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan administrasi pendidikan di level nasional (makro) maupun level regional (messo). 
Aspek pendidikan yang merupakan kajian administrasi pendidikan merupakan public goods bukan private goods. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan  7 mendasar menyediakan kesempatan belajar.. Oleh karena pendidikan merupakan  public goods, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam  dimensi kajian administrasi pendidikan yang multidisipliner. 
	Kebijakan  merupakan kesepakatan bersama oleh para anggota dalam organisasi yang menjadikan tindakan tindakan anggotanya dalam serangkaian situasi  yang dapat diperkirakan oleh anggota lainnya. Kebijakan yang baik memberikan arah yang mantap serta jelas dari suatu manajemen tertinggi dan sekaligus mengijinkan para bawahannya untuk mengambil keputusan mereka sendiri dalam batas batas yang telah ditetapkan dengan jelas.  Sumberkebijakan adalah manajemen tertinggi yang dicapai oleh  pertimbangan para  eksekutif  penentu kebijakan. Kebijakan  pendidikan pada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dapat diterapkan secara keseluruhan atau hanya menyangkut tingkat atau jenis pendidikan tertentu saja sesuai kebijakan. 
Etika pengambilan kebijakan dalam perspektif administrasi pendidikan adalah kebijakan yang memfasilitasi kebutuhan satuan pendidikan atau sekolah secara penuh. Penentu kebijakan utama member ruang yang luas untuk kemandirian,  partisipasi, transparansi dan akuntabilitas manajemen pendidikan di sekolah, sehingga peningkatan kualitas secara terus menerus dapat dipenuhi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Karena itu, penentu kebijakan didaerah perlu memenuhi etika pengangkatan dalam jabatan pendidikan, standar pendidikan dan  akuntabilitas  pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

Kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari bak saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia (Moejiono, 2002). Ada banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan.  Definisi Kepemimpinan menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. 
Kepemimpinan menurut Young (dalam Kartono, 2003) lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Dalam teori kepribadian menurut Moejiono (2002) memandang bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Tipe Tipe Kepemimpinan
    	Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu permbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya, hal ini sebagaimana menurut G. R. Terry yang dikutif Maman Ukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi enam, yaitu :

1. Tipe kepemimpinan pribadi (personal leadership). 
Dalam system kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan.


2. Tipe kepemimpinan non pribadi (non personal leadership). 
Segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi baik rencana atau perintah juga pengawasan.

3. Tipe kepemimpinan otoriter (autoritotian leadership). 
Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan- peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati.

4. Tipe kepemimpinan demokratis (democratis leadership). 
Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usahan pencapaian tujuan.

5. Tipe kepemimpinan paternalistis (paternalistis leadership). 
Kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya.

6. Tipe kepemimpinan menurut bakat (indogenious leadership). 
Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya system kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelempok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikur berkecimpung.
 	Daniel Goleman, ahli di bidang EQ, melakukan penelitian tentang tipe-tipe kepemimpinan dan menemukan ada 6 (enam) tipe kepemimpinan. Penelitian itu membuktikan pengaruh dari masing-masing tipe terhadap iklim kerja perusahaan, kelompok, divisi serta prestasi keuangan perusahaan. Namun hasil penelitian itu juga menunjukkan, hasil kepemimpinan yang terbaik tidak dihasilkan dari satu macam tipe. Yang paling baik justru jika seorang pemimpin dapat mengkombinasikan beberapa tipe tersebut secara fleksibel dalam suatu waktu tertentu dan yang sesuai dengan bisnis yang
sedang dijalankan. Memang, hanya sedikit jumlah pemimpin yang memiliki enam tipe tersebut dalam diri mereka. Pada umumnya hanya memiliki 2 (dua) atau beberapa saja. Penelitian yang dilakukan terhadap para pemimpin tersebut juga menghasilkan data, bahwa pemimpin yang paling berprestasi ternyata menilai diri mereka memiliki kecerdasan emosional yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Pada umumnya mereka menilai bahwa dirinya hanya memiliki satu atau dua kemampuan kecerdasan emosional.

 	Selanjutnya menurut Kurt Lewin yang dikutif oleh Maman Ukas mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu :
1.	Otokratis, 
pemimpin yang demikian bekerja kerang, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan instruksi- instruksinya harus ditaati.
2.	 Demokratis, 
pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan- kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan.

3.	Laissezfaire, 
pemimpin yang bertipe demikian, segera setelah tujuan diterangkan pada  bawahannya, untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif, semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya, sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan.

 	   Berdasarkan dari pendapat tersebut di atas, bahwa pada kenyataannya tipe kepemimpinan yang otokratis, demokratis, dan laissezfaire, banyak diterapkan oleh para pemimpinnya di dalam berbagai macam organisasi, yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dengan melihat hal tersebut, maka pemimpin di bidang pendidikan diharapkan memiliki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan harapan atau tujuan, baik itu harapan dari bawahan, atau dari atasan yang lebih tinggi, posisinya, yang pada akhirnya gaya atau tipe kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin, terutama dalam bidang pendidikan benar-benar mencerminkan sebagai seorang pemimpinan yang profesional. Dalam suatu organisasi ada beberapa tipe-tipe pemimpin yang dimiliki seseorang yang
dapat mempengaruhinya dalam menjalankan organisasi, antara lain sebagai berikut :
1.	Tipe Otokratik
 	Seorang pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan otokratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Hal ini dilihat dari sifatnya dalam menjalankan kepemimpinannya sangat egois dan otoriter, sehingga kesan yang dimunculkan dalam karakter tipe kepemimpinan ini selalu menonjolkan “keakuannya”.

2. Tipe Paternalistik
Tipe pemimpin paternalistik ini bersifat kebapaan yang mengembangkan sikap kebersamaan. Salah satu ciri utamanya sebagaimana yang digambarkan masyarakat tradisional yaitu rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini menunjukkan ketauladan dan menjadi panutan di masyarakat. Biasanya tipe seperti ini dimiliki oleh tokoh-tokoh adat, para ulama dan guru.

3.Tipe Kharismatik
Karakteristik yang khas dari tipe ini yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

4. Tipe Laissez Faire
Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.

5. Tipe Demokratik
Pemimpin yang demokratik biasanya memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti.

 	Dari kelima tipe kepemimpinan diatas, masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk penempatan tipe tersebut tergantung pada organisasi yang akan di pimpin. Misalnya untuk organisasi kemiliteran diperlukan tipe kepemimpinan yang otoriter, sebab pada organisasi tersebut dibutuhkan kesatuan komando dalam pengambilan keputusan. Sehingga senang atau tidak senang, semua anggota organisasi didalamnya harus melaksanakan perintah dari atasan. Jadi, dalam menentukan tipe kepemimpinan yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin harus disesuaikan dengan jenis organisasi yang akan dipimpin.

	Pepatah Arab yang cukup terkenal di Indonesia mengatakan “Innamal umamu akhlaqu maa baqiat fain humu jahabat akhlaquhum jahabu” Artinya suatu umat akan kuat karena berpegang teguh pada moralitas yang ada, namun apabila moral diabaikan maka tunggulah kehancuran umat tersebut.. Dalam bidang pendidikan, penyelewengan dana pendidikan, perselingkuhan, pemaksaan kelulusan dalam UAN/UNAS dan masih banyak lagi fenomena yang menunjukkan bahwa rapuhnya moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi penyebab terbesar dari krisis multidimensional di Indonesia saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab moral dan etika itu tidak fungsional. Jawabannya adalah selama ini pembangunan yang digalakkan lebih banyak ditekankan dan terfokus pada upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Sementara aspek moralitas dan etika yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan seolah-olah terabaikan oleh penentu kebijakan untuk dimasukkan dalam proses dan implementasi pembangunan. Perlu diingat bahwa pembangunan tanpa dilandasi moral dan etika sudah barang tentu akan berdampak munculnya individu dan kelompok yang tidak sehat secara psikologis dan sosial. Seorang pemimpin yang baik dalam kepemerintahan seyogyanya menumbuhkan semangat yang kuat untuk memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin bangsanya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap takut akan Tuhan agar dapat tampil sebagai pemimpin sejati. Pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, patuh, disiplin, taat azas, mampu berkomunikasi secara efektif, tegas dan tekun menegakkan kebenaran sehingga mampu mengalahkan musuh bangsa. Moral melahirkan seorang pemimpin yang mampu menghargai pekerjaan orang lain, mengakui kemampuan orang yang dipimpin dan menghormati mereka sebagai abdi Negara. Moral mampu mendorong seoran pemimpin bersikap transparan, keterbukaan dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Demikian pula halnya dengan etika yang merupakan refleksi dari moral yang bersumber dari Pancasila. Etika yang berhimpitan dengan “moral” mampu melahirkan pemimpin yang sadar akan keterbatasan kekuasaannya. Mengakui dan mendukung adanya keterbatasan penggunaan kekuasaan pasti akan mencetak pimpinan yang mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan. Pemimpin yang secara sadar menghindari terjadinya pemerintahan otoriteristik dan kekuasaan absolute . 
 	Prinsip Kepemimpinan menurut pandangan Alkitab bahwa, Pemimpin Sebagai Pelayan, Di dalam tugas Kepemimpinannya. Yesus telah mengutarakan prinsip kepemimpinan Kristen di dalam, Markus 9:35 yaitu, “… Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.” Dan pada Markus 10: 43-44, “Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata : “kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesarpembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” Yang menjadi pertanyaan sekarang masih adakah moral dan etika pemimpin kita yang mau menjadi seorang “Pelayan” Fokus dan prioritas utamanya adalah mengutamakan kerja dan bukan imbalan (Luk. 17:10).  
 	Pola Kepemimpin Kristen Pola kepemimpinan Kristen yang Alkitabiah adalah pelayanan yang penuh kerendahan hati, seperti yang ditunjukkan Yesus ketika Ia membasuh kaki para muridNya. Yesus memberi teladan tentang pelayanan sejati, kerendahan hati dan kebesaran sejati (Yoh. 13:12-15, Luk. 22:24-26). Paling tidak ini mencakup tiga konsekuensi, yakni: 1. Melayani dengan kasih dan bukan memerintah dengan otoriter, Pelayanan yang tidak didasari peninggian tapi perendahan diri (Fil. 2:5-11). Yesus adalah teladan kepemimpinan yang melayani, karena Dia datang untuk melayani dan memberi diri bagi pelayanan (Mrk. 10:42-45). Karena itu kita tidak boleh terpengaruh oleh pola kepemimpinan dunia dengan menolak: kepemimpinan tangan besi yang menjalankan kuasa dengan keras dan memiliki motivasi ingin menjadi yang paling besar dan terkemuka. 2. Bergantung total kepada Allah, bukan kepada manusia, Pemimpin rohani tidak mengandalkan manusia (mis: yang kaya, berpangkat) tapi mengandalkan Allah. 3. Mempermuliakan Allah dan bukan diri sendiri, Ia berusaha menyukakan Allah lebih dari pada menyukakan manusia (I Tes. 2:4). Penghormatan kepada Allah harus melebihi penghormatan kepada manusia. 
 Dasar Teologis Kepemimpinan Kristen Dasar teologis yang harus dipahami dan harus ada pada seorang pemimpinan Kristen ialah : 1.   Pemimpin Kristen harus memahami dasar kepemimpinan Kristen bahwa ia terpanggil sebagai “pelayan – hamba” (Makus 10 : 42 – 45). Sebagai pelayan, pemimpin terpanggil kepada tugas yang olehnya ia menjadi pemimpin. Sebagai hamba, ia terpanggil dengan status menghamba kepada TUHAN, yang harus diwujudkan dalam sikap, sifat, kata, dan perbuatan. 2. Pemimpin Kristen harus memiliki motif dasar kepemimpinan Kristen yaitu; Satu: “membina hubungan” dengan orang yang dipimpinnya dan orang lain pada umumnya (Markus 3:13-19; Matius 10:1-4; Lukas 6:12-16). Dalam kaitan ini, perlulah disadari bahwa kadar hubungan-hubunganlah yang menentukan keberhasilan seseorang sebagai pemimpin. Dua: “mengutamakan pengabdian” (Lukas 17:7-10). Mengutamakan pengabdian menekankan bahwa “kerja” adalah fokus, prioritas, sikap serta tekanan utama, sehingga ia akan mengabdikan diri untuk melakonkan tugas kepemimpinan dengan sungguh-sungguh.
 3. Pemimpin Kristen harus memahami PROSES KEPEMIMPINAN serta ketrampilan memimpin, antara lain : a. Ia harus mengetahui tujuan (tujuan Allah, tujuan organisasi, tujuan operasi kerja) dari institusi/organisasi yang dipimpinnya. b. Ia perlu mengenal tanggung jawab serta tugas yang dipercayakan kepadanya. c. Ia harus memahami dan mengenal fungsi pengelolaan kerja (manajemen) – (Lukas 14:28-30). d. Ia harus berupaya mengenal setiap orang yang dipimpinnya untuk mempermudah penggalangan serta pembinaan hubungan antara pemimpin-bawahan, sebagai dasar untuk melaksanakan kinerja kepemimpinan yang berkualitas. Kondisi hubungan baik antara pemimpin dengan para bawahan sangat menentukan pelaksanaan kerja yang dapat dilakukan dengan baik pula. e. Ia harus mengerti dengan baik bagaimana caranya mencipta hubungan, kondisi yang kondusif, serta pemenuhan kebutuhan dari bawahannya dalam upaya memperlancar uapaya dan kinerja kepemimpinan. 
  	Karakteristik Kepemimpinan Kristen Faktor utama yang harus dimiliki seorang pemimpin Kristen adalah: Integritas. Paulus pernah menasehati Timotius, “Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.” (I Tim. 4:16). Bila kita memiliki karakter yang indah maka akan timbul wibawa rohani, yang membuat orang akan rela mengikuti kita. Alkitab menuntut persyaratan ketat untuk seorang pemimpin rohani. Dalam Keluaran 18:21, disebutkan bahwa orang yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin umat Israel adalah orang yang memiliki: 1. Integritas Diri (hubungan dengan diri, dan bagaimana memandang diri) – cakap, yaitu menyangkut keberadaan/kemampuan/kematangan individu. 2. Integritas Rohani (hubungan pribadi dengan Allah) – takut akan Allah, komitmen kepada Allah. 3. Integritas Sosial (integritas etika/moral/sosial dalam hubungan dengan orang lain) – dapat dipercaya 4. Integritas Ekonomi (hubungan dengan benda/uang, kebutuhan vs tanggung jawab) – benci pengejaran suap. 5. Integritas Kerja (hubungan dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada pemimpin) – memimpin orang 1000, 100, 50, 10 – sikap terhadap kerja dan orang yang dipimpin. Dalam I Timotius 3:1-13, Paulus memberikan kriteria bagi seorang pemimpin rohani, meliputi klasifikasi :
1.	Sosial: tak bercacat, mempunyai nama baik di luar jemaat, orang terhormat. 2. Moral : suami dari satu istri, dapat menahan diri, bukan peminum/penggemar anggur. 3. Mental: bijaksana, sopan, cakap mengajar. 4. Kepribadian: Bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, suka memberi tumpangan, bukan hamba uang/serakah, jangan bercabang lidah dan suka memfitnah, hati nuraninya murni, dapat dipercaya. 5. Rumah Tangga: kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anakanaknya. 6. Kedewasaan: bukan orang yang baru bertobat, harus diuji dulu. Karena itu seorang pemimpin Kristen, disamping harus sudah lahir baru, ia haruslah memiliki kepribadian yang matang/dewasa, antara lain : 1. JUJUR, Seorang pemimpin harus memiliki kejujuran baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jujur berarti tidak bercabang lidah, bertindak sportif, terbuka dan berani mengakui kesalahan serta tidak mencari “kambing hitam”. Hal ini tidak akan menurunkan wibawa kita, malah membuat orang lain makin respek/menghargai kita. 2. MENJAGA KESUCIAN, Kesucian memberikan wibawa rohani dan urapan Allah kepada seorang pemimpin. Namun kesucian bukan berarti kita tidak pernah gagal atau salah, tapi sikap dimana kita senantiasa rela diperbaiki dan cepat menyelesaikan kegagalan, dosa dan kesalahan. Makin tinggi kerohanian seseorang, makin mudah ia mengaku dosa dan membereskannya. Orang yang mudah mengaku dosa, mudah menerima pengampunan. 3. MEMILIKI PENDIRIAN ROHANI YANG TEGUH, Pemimpin harus memiliki landasan rohani yang kokoh, tidak berkompromi dalam mengambil keputusan karena mendengar pendapat orang atau membaca buku saja. Pemimpin juga harus tegas, artinya konsekwen dengan apa yang sudah digariskan. Tegas berarti berani mengoreksi anak buah yang salah, namun dengan kasih (Ams. 28:23). 4. DISIPLIN, Sifat ini sangat penting karena tanpa disiplin maka karunia-karunia yang lain, betapa pun besarnya, tidak akan berkembang dengan sepenuhnya. Seorang pemimpin dapat memimpin orang lain, karena ia telah mengalahkan dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah orang yang pertama-tama telah menyerahkan dengan sukarela dan belajar untuk mentaati disiplin yang berasal dari luar dirinya, tetapi yang kemudian menaklukkan dirinya sendiri pada disiplin yang lebih keras dari dalam. Mereka yang memberontak terhadap penguasa dan meremehkan disiplin pribadi, jarang yang cakap menjadi pemimpin pada tingkat atas. Orang yang berkaliber pemimpin akan bekerja sementara orang lain membuang-buang waktu, belajar pada waktu orang lain tidur, dan berdoa pada waktu orang lain bermain. 5. KEBERANIAN, Keberanian adalah sifat pikiran yang memungkinkan orang untuk menghadapi bahaya atau kesukaran dengan keteguhan, tanpa rasa takut atau kecil hati. Martin Luther memiliki sifat yang penting ini dalam ukuran yang luar biasa. Dia berkata, “Saya tidak merasa takut sedikitpun; Allah dapat membuat orang begitu berani. Tingkat keberanian yang paling tinggi dapat dilihat dalam pribadi yang paling penakut, tetapi yang tidak mau menyerah kepada ketakutan.” Keberanian seorang pemimpin dinyatakan dalam hal ia rela menghadapi kenyataan yang tidak enak dengan ketenangan hati yang teguh. 6. KERENDAHAN HATI, Di bidang politik, kerendahan hati bukanlah suatu sifat yang diinginkan atau diperlukan. Tetapi menurut ukuran Allah, kerendahan hati mendapat tempat yang sangat tinggi. Tidak menonjolkan diri, tidak mengiklankan diri, adalah definisi yang diberikan Kristus untuk kepemimpinan. Seorang pemimpin rohani akan memilih pelayanan yang penuh pengorbanan yang tidak digembar-gemborkan, bukan tugas yang megah dan pujian yang berlebihan dari orang-orang yang tidak rohani. Rendah hati beda dengan rendah diri/minder, tapi terbuka untuk menerima kritik dan memperbaiki kekurangan diri. Contoh: Paulus merendahkan hati agar tujuan Injil tercapai ( I Kor 9:22-23). 7. RAJIN, MAU BEKERJA KERAS, Tak ada hal besar yang bisa dicapai bila pemimpin malas dan tidak mau bekerja keras. Kerajinan, kerja keras disertai keuletan, itulah yang membuat kepemimpinan seseorang menjadi efektif. Pemimpin dituntut bekerja lebih daripada orang yang dipimpinnya. Terutama bekerja dengan pikiran, strategi, pengertian dan kasih. Keberhasilan tidak diraih dalam sekejap. Mereka bekerja keras di malam yang gelap ketika orang lain tertidur lelap. Untuk itu dibutuhkan disiplin diri yang teguh. Seorang pemimpin dapat memimpin orang lain karena ia telah mengalahkan dirinya sendiri. 8. RELA BERKORBAN/MENDERITA, Pemimpin yang tidak rela berkorban (termasuk mengorbankan harta milik) tidak akan berhasil. Perhatikan teladan Yesus yang bahkan rela mengorbankan hidup-Nya bagi umat manusia. Pemimpin rohani juga harus sungguh-sungguh berjuang dan bergumul dalam pelayanan. Kemajuan pekerjaan Tuhan seringkali menuntut kerelaan menderita dari si pengerjanya. Lihat: Mazmur 126:5-6. 9. KESABARAN,Kesabaran adalah keteguhan hati untuk tahan menderita demi kemenangan, menerima dengan gagah dan berani segala sesuatu yang dapat menimpa kita di dalam hidup ini, dan mengubah keadaan yang paling buruk sekalipun menjadi satu langkah ke arah yang lebih tinggi. Kesabaran adalah kesanggupan yang memungkinkan orang melampaui keadaan krisis dengan tabah, dan dengan gembira selalu menyambut yang tidak terlihat. 10. MEMPERHATIKAN, Pemimpin harus peduli kepada pengikutnya, seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, dan seperti bapa yang menasehati dan menguatkan hati anaknya (I Tes. 2:7-8, 11). Orang tidak peduli berapa banyak yang anda tahu, sampai orang tahu berapa banyak anda peduli. Seorang pemimpin sejati sanggup memperkaya kehidupan orang yang dipimpinnya. Ia senang melihat mereka maju dan tidak menganggapnya sebagai saingan. Ini terjadi karena ia memiliki “hati Bapa”. 11. HIKMAT, Hikmat adalah pengetahuan dengan pengertian sedalam-dalamnya terhadap inti persoalan, dan mengenalnya sebagaimana adanya. Di dalam hikmat termasuk pengetahuan akan Allah dan segala seluk beluk tentang hati manusia. Hikmat jauh lebih luas daripada pengetahuan; hikmat merupakan penerapan yang benar daripada pengetahuan di dalam persoalan-persoalan moral dan rohani, dalam menghadapi keadaan yang membingungkan dan kerumitan hubungan manusia. Hikmat lebih daripada kecerdasan manusia, hikmat adalah ketajaman sorgawi. Menurut Theodore Roosevelt, hikmat sembilan persepuluhnya adalah sikap bijaksana pada waktunya.Pengetahuan diperoleh melalui belajar, tetapi pada waktu Roh Kudus masuk, Ia memberikan hikmat untuk memakai dan menerapkan pengetahuan itu dengan tepat. 12. PENUH DENGAN ROH KUDUS, Kepemimpinan rohani hanya dapat dilakukan oleh orang yang penuh Roh. Ini adalah syarat mutlak. Tanpa perlengkapan penting ini, seseorang tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin rohani yang sejati (Kisah 1:8; 6:3,5).






